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Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi
publik pada saat ini. Masih banyak organisasi publik di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan e-
gov, disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan tetapi, data
lengkap mengenai penerapan e-gov di Indonesia belum tersedia dengan sahih, sehingga pemerintah
memandang perlu untuk melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model
pemeringkatan e-gov selain PEGI antaralain United Nations E-government Survey dan Waseda University.
Akan tetapi, semua model tersebut tidak secara holistik dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy,
yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Untuk itu,
Pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodas kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan
politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitian ini
menggunakan pendekatan sistem dinamik.

Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan e-gov di ke tiga kementerian yang diteliti masih didominasi
oleh elemen stakeholder dari ke depalan elemen Pendekatan Darcy. Disebabkan adanya perbedaan
karakteristik ketiga kementerian tersebut, dinamika penerapan e-gov juga bervariasi. Pada Kementerian
Koordinator Perekonomian, tingkat transparansi adalah elemen yang paling mendukung tingkat kepercayaan
stakeholder yang dikikuti oleh elemenelemen lainnya. Pada Kementerian K euangan, kompetensi pimpinan
merupakan elemen yang dapat mendorong tingkat kepercayaan stakeholder. Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, kompetensi pimpinan dalam mengelola teknologi yang dengan melibatkan
stakeholder secara maksimal, dimana dalam Pendekatan Darcy terdapat unsur yang penting yaitu dukungan
politik yang dapat mempengaruhi terpotong atau tidaknya rantai transaksi dalam proses pelayanan ataupun
birokrasi agar sesuai dengan filosofi e-government.

<hr><i>E-Government implementation was needed in public organization. Today, many public
organizations in Indonesia did not implement e-government because of the limitations of human resource
competency and infrastructure. Beside it, there is no actual and valid data about e-gov implementation in
Indonesia, so that Indonesia government saw the needs to rate Indonesia e-government through PEGI
?Pemeringkatan E-Government Indonesia?. There are many e-government rating survey models except
PEGI, such as United Nations E-Government Survey and Waseda University. Nevertheless, all those models
were not more holistic than Darcy Approach because Darcy's Approach enacted political environment as the
important element besides the other seven elements. Political environment so relevant with Indonesia?s
current situations. This study used dynamic system approach to analyze the data.

The findings of the study showed that from eight elements of Darcy's Approach, stakeholder dominated
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those three ministries on e-government. The differences were found based on the differencesin
characteristics of those three ministries. Beside it, the study found dynamics e-government implementation.
In Coordinating Ministry for The Economy Affairs, transparency level gave maximum support for
stakeholder element. In Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology and Higher Education,
leadership competency pushed the stakeholder element to e-government implementation. Political
environment element in Darcy's Approach was one of important element to release transactional cost of
public services process and in line with e-government objectives. </i>



